SALINAN

BUPATI I

I NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR (15 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 2.10 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

bahwa guna mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta dalam rangka
tertib administrasi, maka Peraturan Bupati Ngawi
Nomor 2.10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan perlu ditinjau kembali untuk dilakukan
perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ngawi
Nomor 2.10 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2050 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

Undang-Undang Nomor S Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 129, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia
Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah  beberapa kali diubah  terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);




Menetapkan :

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2012
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah  Kabupaten Ngawi
Tahun 2012 Nomor 01).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 2.10 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 2.10 Tahun 2014
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 69

(1) Piutang PBB P2 yang dapat dihapuskan merupakan piutang PBB P2
yang tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD PBB P2 yang tidak dapat
atau tidak mungkin ditagih lagi.

(2) Piutang PBB P2 yang tidak dapat atau tidak mungkin dapat ditagih lagi
disebabkan :

a. wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta
warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat
ditemukan;

b. wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan/atau

c. telah melampaui jangka waktu penagihan.

(3) Piutang PBB P2 yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan penghapusan piutang secara bersyarat dengan
menghapuskan piutang dari pembukuan Pemerintah Daerah dan tanpa
menghilangkan hak tagih.

2. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 70

(1) Untuk memastikan piutang PBB P2 yang tidak dapat atau tidak
mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2)
huruf a dan huruf b, Pejabat melakukan penelitian setempat dan
hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Setempat.

(2) Untuk memastikan piutang PBB P2 yang tidak dapat atau tidak
mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2)
huruf ¢, Pejabat melakukan penelitian administratif dan hasilnya
dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Administratif.

(3) Wajib Pajak yang akan dilakukan penelitian administratif atau
penelitian setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditatausahakan dalam Daftar Piutang PBB P2 yang diperkirakan tidak
dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.

(4) Penelitian administratif atau penelitian setempat secara kolektif hanya
dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak/Obyek Pajak, yang :

a. ketetapan pajaknya tidak melebihi Rp. 25.000,00

b. data administrasinya tidak dapat dipertanggungjawabkan/tidak
dapat ditelusuri lagi; atau

c. terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

(5) Penelitian administratif atau penelitian setempat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan per Wajib Pajak
atau kolektif per Desa/Kelurahan.



(6) Laporan Hasil Penelitian Administratif atau Laporan Hasil Penelitian
Setempat dibuat per Wajib Pajak atau kolektif per Desa/Kelurahan.

{7) Laporan Hasil Penelitian Administratif atau Laporan Hasil Penelitian
Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditatausahakan dalam
Buku Register Usulan Penghapusan Piutang PBB P2.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
Pada tanggal 24 Juf 262 2

BUPATI NGAWI,
ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal Z4 junt 2022

SEKRETARIS DAERAH MUPATFfN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022 NOMOR |{ b



